
 

 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA   
NOMOR 13 TAHUN 2008 

 
 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
 
Menimbang: a.  bahwa negara Republik Indonesia menjamin
 kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah
 menurut agamanya masing-masing;   
 

b. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang   wajib 
dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu  menunaikannya;  

 
c. bahwa  upaya  penyempurnaan  sistem  dan  manajemen  

penyelenggaraan ibadah haji perlu terus dilakukan agar  pelaksanaan  
ibadah  haji  berjalan  aman,  tertib,  dan  lancar  dengan  menjunjung  
tinggi  semangat  keadilan,  transparansi, dan akuntabilitas publik;  

 
d. bahwa  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1999  tentang  

Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan 
perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat  sehingga   perlu   
diganti   dengan   undang-undang   yang  baru;  

 
e. bahwa      berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana  dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d  perlu        membentuk        
Undang-Undang        tentang  Penyelenggaraan Ibadah Haji;  

 
 
 

Mengingat   :  Pasal  20,  Pasal  20  A  ayat  (1),  Pasal  21,  dan  Pasal  29  Undang-Undang  
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945; 

 
 
Dengan . . . 
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Dengan Persetujuan Bersama   
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 
dan  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH  
HAJI. 

 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

 
1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan  kewajiban 

sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam  yang mampu 
menunaikannya.  

 
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan  pengelolaan   

pelaksanaan   Ibadah   Haji   yang   meliputi  pembinaan, pelayanan, 
dan perlindungan Jemaah Haji.  

 
3. Jemaah   Haji   adalah   Warga   Negara   Indonesia   yang  beragama  

Islam  dan  telah  mendaftarkan  diri  untuk   menunaikan  Ibadah  
Haji  sesuai  dengan  persyaratan  yang ditetapkan.  

 
4. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia.  

 
5. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.  

 
6. Dewan   Perwakilan   Rakyat   Republik   Indonesia,   yang  

selanjutnya   disebut   DPR,   adalah   Dewan   Perwakilan  Rakyat   
Republik   Indonesia   sebagaimana   dimaksud  dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945.  

 
7. Komisi   Pengawas   Haji   Indonesia,   yang   selanjutnya  disebut  

KPHI,  adalah  lembaga  mandiri  yang  dibentuk  untuk         
melakukan         pengawasan         terhadap  Penyelenggaraan Ibadah 
Haji.  

 
8. Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji,  yang  selanjutnya  disebut 

BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar  oleh Warga Negara 
yang akan menunaikan Ibadah Haji.  

 
 
 

9.  Pembinaan . . .  
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9. Pembinaan  Ibadah  Haji  adalah  serangkaian  kegiatan  yang   

meliputi   penyuluhan   dan   pembimbingan   bagi  Jemaah Haji.  
 
10. Pelayanan  Kesehatan  adalah  pemeriksaan,  perawatan,  dan 

pemeliharaan kesehatan Jemaah Haji.  
 
11. Paspor  Haji  adalah  dokumen  perjalanan  resmi  yang  diberikan   

kepada   Jemaah   Haji   untuk   menunaikan  Ibadah Haji.  
 
12. Akomodasi  adalah  perumahan  atau  pemondokan  yang  disediakan 

bagi Jemaah Haji selama di embarkasi atau  di debarkasi dan di Arab 
Saudi.  

 
13. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi  Jemaah Haji 

selama Penyelenggaraan Ibadah Haji.  
 
14. Penyelenggaraan     Ibadah     Haji     Khusus     adalah  

Penyelenggaraan    Ibadah    Haji    yang    pengelolaan,  pembiayaan, 
dan pelayanannya bersifat khusus.  

 
15. Penyelenggara  Ibadah  Haji  Khusus  adalah  pihak  yang  

menyelenggarakan    ibadah    haji    yang    pengelolaan,  pembiayaan, 
dan pelayanannya bersifat khusus.  

 
16. Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar  musim haji.  
 
17. Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut DAU, adalah  sejumlah 

dana yang diperoleh dari hasil pengembangan  Dana   Abadi   Umat   
dan/atau   sisa   biaya    operasional  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  
serta  sumber  lain  yang  halal dan tidak mengikat.  

 
18. Badan  Pengelola  Dana  Abadi  Umat,  yang  selanjutnya  disebut  BP  

DAU,  adalah  badan  untuk  menghimpun,  mengelola, dan 
mengembangkan Dana Abadi Umat.  

 
19. Menteri  adalah  Menteri  yang  ruang  lingkup  tugas  dan  tanggung 

jawabnya di bidang agama.  
 
 

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 
Penyelenggaraan  Ibadah   Haji   dilaksanakan   berdasarkan  asas  
keadilan,  profesionalitas,  dan   akuntabilitas   dengan  prinsip nirlaba. 

Pasal 3  . . . 
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Pasal 3 
 
Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan  pembinaan,   
pelayanan,   dan   perlindungan   yang    sebaik-  baiknya  bagi  Jemaah  
Haji  sehingga  Jemaah  Haji  dapat  menunaikan  ibadahnya  sesuai  
dengan  ketentuan  ajaran  agama Islam. 
 

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN 

 
Bagian Kesatu  Hak dan  

Kewajiban Warga Negara 
 

Pasal 4 
 
(1) Setiap  Warga  Negara  yang  beragama  Islam  berhak  untuk 

menunaikan Ibadah Haji dengan syarat:  
 

a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau  sudah 
menikah; dan  

 
b. mampu membayar BPIH.  

 
(2) Ketentuan     lebih     lanjut     mengenai     persyaratan  sebagaimana  

dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan Menteri.  
 

Pasal 5 
 
Setiap  Warga  Negara  yang  akan  menunaikan  Ibadah  Haji  
berkewajiban sebagai berikut: 
 
a. mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah  Haji    

kantor    Departemen    Agama    kabupaten/kota  setempat;  
 
b. membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima  setoran; 

dan  
 
c. memenuhi  dan  mematuhi  persyaratan  dan  ketentuan  yang berlaku 

dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.  
 
 
 
 
 
Bagian Kedua . . . 
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Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah 

 
Pasal 6 

 
Pemerintah      berkewajiban      melakukan      pembinaan,  pelayanan, dan 
perlindungan dengan menyediakan layanan  administrasi,     bimbingan     
Ibadah     Haji,     Akomodasi,  Transportasi, Pelayanan Kesehatan, 
keamanan, dan hal-hal  lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji. 
 
 

Bagian Ketiga   
Hak Jemaah Haji 

 
Pasal 7 

 
Jemaah   Haji   berhak   memperoleh pembinaan, pelayanan,  dan  
perlindungan  dalam  menjalankan  Ibadah  Haji,  yang  meliputi: 
 
a. pembimbingan  manasik  haji  dan/atau  materi  lainnya,  baik di 

tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;  
 
b. pelayanan   Akomodasi,   konsumsi,   Transportasi,   dan  Pelayanan 

Kesehatan yang memadai, baik di tanah air,  selama di perjalanan, 
maupun di Arab Saudi;  

 
c. perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;  
 
d. penggunaan  Paspor  Haji  dan  dokumen  lainnya  yang  diperlukan 

untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan  
 
e. pemberian kenyamanan Transportasi dan pemondokan  selama di 

tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan   ke tanah air.  
 

BAB IV  
PENGORGANISASIAN 

 
Bagian Kesatu  

Umum 
 

Pasal 8 
 
(1) Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi unsur kebijakan,  

pelaksanaan, dan pengawasan.  
(2)  Kebijakan  . . .  


